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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Sumatera 

Barat, pemerintah secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan 

kualitas perencanaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditakar dari 

aspek perencanaan ekonomi saja, tapi juga dari sudut lingkungan. 

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

(DIKPLHD) hadir untuk menilik keberhasilan pembangunan di Sumatera 

Barat sebagai implementasi perencanaan di bidang lingkungan. Disamping 

sebagai penyedia data dan informasi tentang kinerja pengelolaan 

lingkungan hidup, DIKPLHD sekaligus memberikan asupan dalam 

penyusunan dan pengambilan kebijakan (decision making). DIKPLHD juga 

merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik dalam merealisasikan tata 

kelola pemerintahan yang baik sesuai Reformasi Birokrasi.  

1.2. Profil Sumatera Barat 

Secara administratif, Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota 

(12 Kabupaten dan 7 Kota), 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 

760 Nagari. Batas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah: sebelah Utara 

dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan 

Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98o 36’-

101o 53’ Bujur Timur dan 0o 54’ Lintang Utara sampai dengan 3o 30’ 

Lintang Selatan. Luas daratan + 42.297,30 Km2 dan luas perairan (laut) + 

52.882,42 Km2. Total garis pantai + 1.378 Km dengan panjang garis 

pantai wilayah daratan + 375 Km, ditambah panjang garis pantai 

Kepulauan Mentawai + 1.003 km dan sebanyak 185 pulau. Terdapat 

3.303 sungai (606 sungai teridentifikasi) dan 5 danau. 
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Ekoregion Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegunungan 

struktural yang terdiri dari patahan dan lipatan. Luas ekoregion patahan 

mencapai 886.263,7 Ha, sedangkan luas lipatan 836.825,8 Ha. 

1.3. Gambaran Singkat Perumusan Isu Prioritas dan 

Penyusunan DIKPLHD 

Tahapan perumusan isu prioritas lingkungan hidup tahun 2018 

meliputi identifikasi dan inventarisasi isu lingkungan hidup; penjaringan 

isu; penetapan jumlah isu prioritas; dan penandatanganan isu prioritas 

lingkungan hidup.  

Penyusunan DIKPLHD dilakukan melalui beberapa tahapan. 

Prosesnya dimulai dari inventarisasi dan pengumpulan data dari berbagai 

pihak, konsultasi publik dan dilanjutkan dengan proses analisis terhadap 

masing-masing isu prioritas. 

Metode yang digunakan dalam penyusunan DIKPLHD adalah DPSIR 

(Driving Force, Pressure, State, Impact, Response) yakni metode yang 

menggambarkan hubungan antara faktor pendorong, sumber tekanan 

penyebab isu, status/kondisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan, serta 

upaya dan inovasi. Keunggulan dalam kajian DIKPLHD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2018 adalah analisis yang diperkuat dengan kajian Daya 

Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis Jasa 

Ekosistem. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Secara garis besar maksud dan tujuan penyusunan DIKPLHD 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan mengelaborasikan 

permasalahan, solusi dan inovasi yang telah dilakukan. 

1.5. Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penulisan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2018 terdiri dari lingkup lokasi, lingkup waktu, lingkup parameter, lingkup 

analisis dan lingkup bab.  
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I. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN 

RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP 

1.1. Tata Guna Lahan 

Sebagai faktor pendorong permasalahan tata guna lahan di Provinsi 

Sumatera Barat adalah peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk (dalam 3 

(tiga) tahun terakhir meningkat antara 1,18%-1,70% pertahun). Kondisi ini 

memicu tekanan terhadap lingkungan sehingga terjadi peningkatan kebutuhan 

lahan untuk permukiman. Disamping itu kebutuhan lahan untuk penopang 

perekonomian masyarakat juga meningkat dan mengakibatkan terjadinya alih 

fungsi lahan. Sebagai contoh terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan gambut, 

perubahan fungsi lahan pertanian dan sempadan sungai menjadi lokasi 

penambangan emas tanpa izin, dan perubahan wilayah pesisir menjadi tambak, 

perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pembangunan infrastruktur.  

Status terkait tata guna lahan digambarkan melalui peruntukan lahan 

dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, yakni berupa kawasan 

lindung seluas 1.516.593 Ha (35,86%) dan kawasan budidaya seluas 2.713.137 

Ha (64,14%). Sedangkan untuk ruang laut, zonasi yang paling luas adalah Zona 

Perikanan Tangkap yaitu 3.043.198,331 Ha (98,5%), disusul Sub Zona Daerah 

Ranjau di Pulau Sinyaru 0,56%, Zona Pelabuhan 0,28%, Zona Hutan Mangrove 

0,24% serta Zona Perikanan Budidaya 0,15%. Pada tahun 2018 indeks kualitas 

tutupan lahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 67,5. 

Dampak alih fungsi lahan akibat penambangan emas tanpa izin 

adalah kerusakan lingkungan berupa lahan akses terbuka (lahan bekas 

tambang ilegal yang sudah ditinggalkan) seluas 6.558,7 Ha tersebar di 

Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung dan Kota Sawahlunto. 

Aktivitas penambangan emas ilegal di Sijunjung menyebabkan terjadinya 

pencemaran Sungai Lasi. Tambang emas liar tersebut juga menyebabkan 

Parameter TSS di Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batanghari melebihi 

baku mutu (>50 mg/l). Dampak lain yakni terhadap lahan gambut dari 

luasan 146.304 Ha atau 95,6% berada dalam kondisi rusak dengan rincian 

73,8% (108.090 Ha) merupakan areal non konsesi dan 26,2% (33.921 

Ha) berupa areal yang memiliki izin.  
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Response terhadap alih fungsi lahan yang berdampak terhadap 

kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan tanpa izin adalah: a) 

inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka di 9 (sembilan) 

kabupaten/kota yaitu: Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir 

Selatan, Agam, Solok, Tanah Datar, Pasaman dan Kota Payakumbuh. 

Jumlah lahan akses terbuka yang sudah terinventarisasi sebanyak 42 

lokasi dengan total luas lahan akses terbuka 1.244,74 Ha; b) pemulihan 

lahan akses terbuka melalui pilot project bersama KLHK dan Pemerintah 

Dharmasraya seluas 4,16 Ha. Pilot project pemulihan lahan gambut juga 

dilaksanakan di 6 (enam) nagari di 3 (tiga) kabupaten yaitu: Nagari Tiku 

Utara, Nagari Tiku V Jorong, Nagari Kinali, Nagari Katiagan, Nagari Luang 

III, dan Nagari Sambungo; c) sosialisasi bersama Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada masyarakat penambang; d) peninjauan kembali 

terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dengan mengintegrasikan 

ekosistem gambut kedalam peta rencana pola ruang.  

Disisi Lain dalam upaya penegakan hukum telah dilakukan 

penertiban oleh tim gabungan yang terdiri atas unsur Dinas ESDM Provinsi 

Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan SATPOL PP Provinsi Sumatera 

Barat sebagai leading sektor penegakan Peraturan Daerah di Provinsi 

Sumatera Barat. Disamping itu melalui kebijakan lain dilakukan Penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

1.2. Kualitas Air 

Driving force terhadap penurunan kualitas air sungai adalah 

keberadaan industri yang membuang air limbahnya ke badan air, aktifitas 

pertanian, penambangan emas ilegal, pembuangan limbah domestik dan 

pembukaan lahan di sepanjang DAS. Sedangkan Danau Singkarak dan 

Danau Maninjau adalah adanya pengembangan PLTA dan keramba jaring 

apung. Sementara untuk kualitas air laut yang menjadi faktor pendorong 

terdapatnya industri pengolahan lanjutan minyak kelapa sawit, 
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pengembangan wilayah pesisir laut untuk kegiatan wisata dan 

infrastruktur. 

Sumber tekanan yang mempengaruhi kualitas air sungai, danau 

dan kualitas air laut yang berdampak terhadap penurunan kualitas air 

danau serta mengancam kelestarian antara lain terdapat agroindustri 

(perkebunan sawit dan karet), industri skala kecil menengah, pertanian, 

limbah domestik dan aktivitas penambangan emas tanpa izin serta  

peningkatan usaha keramba jaring apung, tingginya kebutuhan air untuk 

PLTA, dan peningkatan aktifitas penangkapan ikan bilih di Danau 

Singkarak.  

Adapun kondisi sumber pencemaran kualitas air sungai di Sumatera 

Barat setidaknya terdapat 38 pabrik pengolahan minyak sawit (20 pabrik 

tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 pabrik karet berada di pinggir 

sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif, dan 

hampir semuanya melakukan buangan langsung ke badan air. Sedangkan 

kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,6 Ha sawah dan 2.957.965,2 

Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi mempengaruhi 

kualitas air sungai. Aliran air persawahan mengalir dan masuk ke sungai. 

Residu pupuk dan pestisida ikut terbawa pada run off tersebut. Sungai 

mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di 

Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin. Disisi lain 

tekanan berasal dari aktifitas rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan 

sarana pengolahan tinja dan pengolahan limbah tinja. Limbah padat yang 

bersumber baik dari rumah tangga maupun pasar tidak terkelola dengan 

baik. Aktivitas pembukaan lahan pada DAS juga memberikan konstribusi 

yang menyebabkan tingginya laju erosi yang bermuara ke sungai 

Hasil pemantauan menunjukan parameter Sulfida, COD, BOD, TSS, 

Fosfat, dan Nitrit melebihi baku mutu di beberapa titik pantau Sungai 

Batang Masang Gadang, Batang Sinamar, Batang Lembang, Batang 

Ombilin, dan Batang Pangian. Kondisi ini didorong oleh pemakaian pupuk 

dan pestisida yang residunya sampai ke badan air. Penggunaan pupuk 
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anorganik adalah sebesar 175.488,05 ton/tahun yang terdiri atas jenis 

pupuk: 65.797,05 ton urea, 26.648,00 ton SP 36, 13.164,00 ton ZA, dan 

69.879,00 ton NPK. Namun demikian, data Indeks Kualitas Air 

memperlihatkan kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai IKA 

Sumatera Barat tahun 2018 adalah 77,29 (naik 2,07% dibandingkan tahun 

2017). 

Dampak Pencemaran sungai dapat mengganggu ekosistem 

perairan terutama fauna air. Aktifitas industri pengolahan minyak sawit di 

Sungai Batang Pauh menyebabkan kematian ikan sepanjang aliran 

tumpahan limbah cair. Pencemaran air juga menyebabkan punahnya ikan. 

Ikan Arwana (Scleropages Formosus) sudah tidak ditemukan lagi di Sungai 

Batang Hari. Dampak lainnya adalah tingginya cost (biaya) untuk 

mengolah air sungai menjadi air baku air bersih yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  

Disisi lain, ditinjau dari status tropiknya Danau Maninjau tergolong 

danau yang sudah hipereutrof/tercemar berat. Hal ini dapat dilihat dari 

konsentrasi Nitrogen Total dalam air danau yang sudah sangat tinggi yaitu 

2.362,5 µg/l dan kecerahan yang kurang dari 2,5 meter. Disamping itu 

Masyarakat juga menemukan endapan lumpur dan peralatan pendukung 

usaha keramba di dasar danau seperti limbah potongan bambu, karung, 

sekam (sisa pakan), jala dan juga drum bekas. Beroperasinya PLTA 

Singkarak di Nagari Guguk Malalo Kabupaten Tanah Datar telah 

mengakibatkan terjadinya perubahan sirkulasi air danau.  

Sedangkan yang berpotensi menurunkan kualitas air laut 

ebrdasarkan hasil pemantauan jika dibandingkan dengan data tahun 

sebelumnya, nilai parameter TSS, COD dan Posfat cenderung meningkat 

pada beberapa lokasi titik pantau. Sedangkan untuk air muara sungai 

terjadi peningkatan nilai parameter TSS, Amoniak, Nitrat dan Posfat. 

Aktifitas domestik pada DAS berdampak pada sampah yang berserakan di 

pantai akibat hempasan ombak. Sampah-sampah ini masuk ke laut dari 

muara-muara sungai. 
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Upaya yang dilakukan antara lain : a) peningkatan penaatan 

terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup, melalui PROPER dan 

PROPERDA dan pengelolaan sungai secara terpadu b). Pembatasan 

jumlah unit dan sebaran Keramba Jaring Apung di permukaan air danau 

c). Melaksanakan Rencana Aksi yang termuat dalam Dokumen Rencana 

Pengelolaan Danau Maninjau dan Singkarak d). memfasilitasi kegiatan-

kegiatan sosial kerjasama LSM, Tim Pengelola Kawasan Danau Singkarak 

Berbasis Nagari, dan Badan Pengelola Danau Maninjau e) Pelestarian Ikan 

Asli Danau Maninjau dengan target capaian: tersedianya Buoyant Fish 

Attractor, sistem akuaponik, serta Kolam Habitat Pemijahan Semi Eksitu 

(HSE) f). menetapkan perda RZWP3K, g). Meningkatkan koordinasi 

dengan Pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk melakukan 

pengelolaan kawasan pesisir dan pantai di Sumatera Barat. 

1.3. Kualitas Udara 

  Sumber pencemaran udara di Sumatera Barat terutama berasal dari 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Sumber tekanan terhadap 

kualitas udara berupa kondisi kendaraan bermotor, panjang jalan raya, 

lintasan rel kereta api. Indeks Kualitas Udara (IKU) tertinggi 5 (lima) tahun 

terakhir sebesar 89,87 pada tahun 2017, sedangkan terendah sebesar 

82,9 pada tahun 2016. IKU tahun 2018 (88,37) turun 1,6 poin 

dibandingkan IKU tahun 2017. Penurunan kualitas udara dapat 

menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada masyarakat. 

Penurunan kualitas udara ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi zat 

pencemar terutama SO2 dan NO2. Jumlah penderita ISPA pada tahun 2018 

sebanyak 461.929 orang, meningkat sebesar 5,32% dibandingkan dengan 

tahun 2017. Kegiatan yang mendukung upaya pengendalian pencemaran 

udara antara lain: pembinaan perizinan pengelolaan lingkungan, 

pengawasan implementasi izin lingkungan, Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

(IGRK), Rencana Aksi Daerah dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

(RAD GRK), dan Program Kampung Iklim (Proklim). 
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1.4. Resiko Kebencanaan 

  Pada tahun 2018 sebagian besar bencana yang terjadi merupakan 

bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor 

cuaca seperti longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan 

lahan dan cuaca ekstrim. Hal ini dipicu oleh kondisi darurat ekologis yang 

disebabkan karena laju deforestasi. Selain deforestasi pemicu luasnya 

dampak dari bencana adalah :1) perusakan hutan, 2) meluasnya lahan 

kritis DAS, 3) rendahnya budaya sadar bencana, 4) buruknya tata ruang 

yang tidak mengindahkan daerah rawan bencana. Lebih dari 50% luas 

provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mempunyai zona 

kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Wilayah Sumatera Barat 

terletak di bagian barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan 

zona subduksi aktif antara lempeng Tektonik Euro-Asia dengan Lempeng 

Samudra Hindia-Australia. Gempa-gempa tektonik di lepas pantai barat 

Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai sangat erat hubungannya 

dengan zona subduksi tersebut. 

Pada tahun 2018 terdapat 2.721 Ha area yang terendam banjir 

dengan total penduduk yang mengungsi 6.634 orang dan yang meninggal 

sebanyak 4 orang dengan total kerugian materil Rp64.527.701.715. Untuk 

kebakaran, perkiraan luas lahan terbakar di sepanjang tahun 2018 seluas 

3 Ha dengan total kerugian sebesar Rp.35.000.000. Pada tahun 2018 

tercatat 59 titik api yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Lima Puluh 

Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Kepulauan Mentawai, 

Sijunjung, Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok.  

 Upaya dan program mitigasi bencana yang telah tertuang dalam 

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 meliputi: peningkatan 

mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, 

penanganan Tanggap Darurat Bencana dan pemulihan daerah pasca 

bencana. 
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1.5. Perkotaan 

  Rencana pengembangan perkotaan di Sumatera Barat selain akan 

memberikan dampak positif dari sisi perkembangan kota juga akan 

mendorong pemanfaatan sumber daya yang cukup besar. Hal ini akan 

memberikan tekanan yang cukup besar terhadap lingkungan. Dampak 

utama peningkatan aktifitas pembangunan dan jumlah penduduk adalah 

peningkatan volume timbulan sampah.Perencanaan sanitasi yang buruk 

dari sebuah kota akan menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap 

lingkungan dan penduduk. 

Kondisi Persentase sampah terbesar di wilayah perkotaan yaitu 

sampah sisa makanan (organik) sebesar 52,34%, sampah plastik 18,72%, 

sampah kertas 9,31%. Persentase sampah terkelola Kota Solok sebesar 

94,06%, Kota Padang Panjang 93,46%, Kota Padang 92,63%, Kabupaten 

Lima Puluh Kota 5,16%, Kabupaten Solok 6,84% dan Kabupaten Padang 

Pariaman 8,06%. Pengelolaan sampah dilakukan di TPA, dari 15 unit TPA 

yang tersebar di kabupaten/kota, terdapat 4 unit TPA yang menggunakan 

sistem open dumping dan 11 unit dengan metode controlled landfill.  

Berbagai macam dampak dapat ditimbulkan akibat sampah yang 

tidak dikelola dengan baik. Dampak terhadap kesehatan berupa timbulnya 

wabah penyakit, dampak terhadap lingkungan antara lain rusaknya nilai 

estetika lingkungan, dan dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi 

seperti munculnya pemulung-pemulung sampah. Upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah antara lain pembentukan bank sampah, 

pembangunan TPS3R, Perda Pengelolaan Sampah dan Penyusunan 

Jakstrada Provinsi dan memfalitasi Penyusunan Jakstrasa kabupaten/kota. 

1.6. Tata Kelola 

Faktor pendorong dari perbaikan tata kelola lingkungan antara lain 

dianalisis dengan menggunakan data-data perizinan, pelestarian kearifan 

lokal, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapatan asli 

daerah. Tekanan yang diakibatkan oleh adanya faktor pendorong tersebut 

antara lain adalah munculnya pengaduan masyarakat yang merupakan 
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indikasi atau akibat dari kurang optimalnya pengelolaan lingkungan oleh 

sebagian stakeholders (swasta) maupun diakibatkan oleh kurang 

maksimalnya pengawasan oleh aparatur pengelola lingkungan hidup.  

Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti sebanyak 22 (dua 

puluh dua) kasus/pengaduan lingkungan hidup. Distribusi jumlah kasus 

yang terbesar adalah pada sektor pertambangan sebanyak 9 (sembilan) 

kasus, agroindustri 7 (tujuh) kasus, pelayanan medis dan energi masing-

masing 2 (dua) kasus, manufaktur dan perikanan masing-masing 1 (satu) 

kasus. Kondisi eksisting dapat digambarkan dari kapasitas kelembagaan 

instansi pengelola lingkungan hidup, jumlah personil dan komposisi tingkat 

pendidikannya serta jumlah jabatan fungsionalnya. Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 memiliki 75 orang staf.  

Dampak yang ditimbulkan dari berbagai faktor pendorong tersebut 

adalah potensi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

peran dan kapabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan urusan 

pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk respon terhadap 

permasalahan tata kelola adalah sudah adanya kemauan politis dari 

kepala daerah, khususnya Gubernur Sumatera Barat melalui misi Gubernur 

untuk mendukung praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yang 

diwadahi oleh skema pembangunan berkelanjutan/berwawasan 

lingkungan, kerjasama antar daerah/dinas/lembaga, dan pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap dokumen kebijakan, rencana 

dan program. 

II.  ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP 

2.1. Mekanisme Penetapan Isu Priortas 

 Proses perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup meliputi: 

penetapan kriteria isu prioritas; penjaringan isu prioritas melalui konsultasi 

publik yang terdiri dari pemaparan oleh fasilitator, brainstorming, proses 

metaplan, mekanisme skoring, penetapan jumlah isu prioritas dan 

penjaringan DPSIR. Penandatanganan 4 (empat) isu Prioritas Lingkungan 
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Hidup Sumatera Barat melalui Surat Pernyataan oleh Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 660/61/TL/DLH-2019 tanggal 1 April 2019. Keempat isu 

prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat tersebut adalah pencemaran 

air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, kebencanaan. 

2.2. Analisis dan Gambaran Isu Prioritas 

Pencemaran air menjadi isu prioritas utama di Sumatera Barat 

beranjak dari berbagai kondisi aktual di lapangan. Hasil pemantauan 

kualitas air untuk parameter bakteriologi selalu menunjukkan nilai yang 

melebihi baku mutu. Parameter kimia organik dan anorganik juga melebihi 

baku mutu seperti BOD, COD, Fospat, dan Nitrat. Sedangkan parameter 

fisika yang relatif melebihi baku mutu adalah TSS. Faktor pendorong 

utama terkait pencemaran air adalah peningkatan laju pertumbuhan 

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018 

berkisar 4,8–5,2%. Usaha pertanian merupakan kontributor terbesar 

pertumbuhan dari 3,40% tahun 2017 menjadi 3,46% di tahun 2018.  

Apabila dikaitkan dengan DDDTLH, kualitas air sungai patut 

dicermati di daerah dengan daya serap rendah seperti wilayah perkotaan 

yang memberikan kontribusi limbah domestik dan daerah pedesaan 

(kabupaten) dari limbah pertanian karena jasa pemurnian air dan 

pengelolaan serta penguraian limbah rendah. Sedangkan untuk 

kabupaten/kota yang memiliki jasa permunian air dan pengelolaan serta 

penguraian limbah tinggi tetap menjadi perhatian dalam pengawasan 

secara berkelanjutan terhadap sumber pencemar dari usaha dan/atau 

kegiatan. 

Terkait isu pengelolaan persampahan, hasil analisis menunjukkan 

bahwa permasalahan utama yang masih menjadi tantangan adalah 

penanganan sampah, khususnya di wilayah perkotaan dan wilayah 

perbatasan. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang pesat 

di Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadikan kedua kota tersebut 

menjadi wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Sumatera Barat. 
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Kompleksitas permasalahan menjadi tinggi karena dalam proses 

penanganan sampah belum didukung oleh sumber daya manusia serta 

kelengkapan sarana dan prasarana yang mencukupi.  

Analisis permasalahan persampahan dengan DDDTLH menunjukkan 

bahwa pengelolaan persampahan pada daerah perkotaan dengan jasa 

ekosistem ruang tempat tinggal yang rendah perlu diperhatikan untuk 

dilakukan pengelolaan secara baik terutama pelayanan persampahan. Hal 

ini pun sama untuk daerah yang memiliki jasa ekosistem ruang tempat 

tinggal tinggi perlu menjadi perhatian terkait tata kelola kota sehingga 

dapat meminimalisasi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaan 

sampah. 

Isu prioritas ketiga adalah peningkatan alih fungsi lahan. Pada 

tahun 2018 sudah terdapat 195.475 Ha atau sekitar 15,29% lahan 

pertanian yang beralih fungsi untuk peruntukan lainnya. Kondisi ini naik 

sebesar 8.824 Ha jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011, dan 

jika di rata-ratakan terdapat kenaikan alih fungsi lahan sebesar 1.260,6 Ha 

per tahun. Alih fungsi tersebut sebagian besar teridentifikasi menjadi 

lahan perkebunan yaitu 175.377,18 Ha, areal perumahan dan permukiman 

seluas 14,727,88 Ha, areal pertambangan termasuk lahan pertambangan 

emas tanpa izin seluas 4.580 Ha, serta perubahan menjadi peruntukan 

industri seluas 830,26 Ha.  

Apabila dikaji melalui DDDTLH, alih fungsi lahan sangat 

mempengaruhi jasa ekosistem penyediaan pangan. Hal ini perlu menjadi 

perhatian dan dibutuhkan upaya untuk menjaga jasa ekosistem 

penyediaan pangan. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah 

adanya supply pangan dari daerah tetangga. Sebagai contoh Kabupaten 

Sijunjung yang memiliki tingkat alih fungsi dan kerusakan lahan tinggi 

membutuhkan supply pangan dari Kabupaten tetangga. Alternatif solusi 

lain adalah atau dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B). 
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Kebencanaan merupakan isu terakhir yang menjadi prioritas dalam 

penyusunan DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Sebagaimana 

penjelasan sebelumnya, isu kebencanaan pada tahun 2018 adalah banjir 

dan longsor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 30% 

dibanding tahun 2017. Tahun 2018 terdapat 2.721 Ha area yang 

terendam banjir dengan total penduduk yang mengungsi 6.634 orang dan 

meninggal 4 orang dengan total kerugian materil Rp.64.527.701.715,-. 

Analisis masalah kebencanaan dengan DDDTLH mengindikasikan 

bahwa peristiwa kejadian bencana banjir dan longsor perlu dicermati pada 

daerah-daerah yang memiliki jasa ekosistem tata aliran air dan banjir. 

Dengan memperhatikan lokasi-lokasi yang memiliki jasa pengaturan tata 

aliran air dan banjir tinggi, diperoleh rekomendasi lokasi yang relatif aman 

terhadap ancaman terjadinya banjir dan longsor. Untuk kedepannya perlu 

dilakukan upaya yang intensif, seperti naturalisasi sungai yang pada 

akhirnya akan bermuara ke pantai barat maupun timur Sumatera. 

Disamping itu juga perlu dilakukan pengelolaan dengan melakukan 

penghijauan dan pengawasan yang terpadu terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang memberikan dampak kerusakan pada DAS. 

III. INOVASI LINGKUNGAN HIDUP 

3.1. Pengendalian Pencemaran Sungai 

  Inovasi pengendalian pencemaran air sungai, dilakukan melalui  

Pengelolaan Sungai Secara Terpadu Sungai Batang Agam dengan langkah-

langkah kegiatan membentuk klaster pengelolaan sampah di sempadan 

Sungai Batang Agam, Penyerahan peralatan pemulihan Sungai Batang 

Agam, seperti Alat Pengolah Sampah Domestik Rumah Tangga (Solar 

Biodigester), pendampingan yang dilakukan oleh LSM dalam hal 

pengelolaan bank sampah dan Penandatanganan MoU/Kesepakatan 

Bersama antara Pemerintah Provinsi (Gubernur) dengan 4 (empat) 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) pada DAS Batang Agam 
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(Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota 

Payakumbuh) 

3.2. Pengelolaan Persampahan 

  Program inovasi pengelolaan persampahan adalah Gerakan 

Sumatera Barat Bersih (GSB) melalui Lomba Kecamatan dan Kelurahan 

Bersih, MOU Program Wanita Peduli Sampah, Pemanfaatan limbah serbuk 

gergaji untuk budidaya jamur dan pemanfaatan serbuk gergaji untuk 

budidaya jamur. 

3.3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Untuk mengendalikan alih fungsi lahan telah dilakukan beberapa 

inovasi yaitu: Perhutanan Sosial, Pembentukan Lembaga Masyarakat 

Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN), Sistem Informasi Kawasan 

Hutan “SIKAWAN”. 

3.4. Pengelolaan Bencana 

Badan penanggulangan dampak bencana daerah mengusulkan 

program inovasi dalam penanggulangan bencana, yaitu : Destana (Desa 

Tangguh Bencana), Jamperibe (Jambore pengurangan resiko bencana), 

Maguda (Manajemen Pergudangan), SIAPALATPEBE (Kesiapan fungsi 

peralatan penanggulangan bencana), Braille (Penyediaan informasi 

kebencanaan menggunakan huruf braille), Bekal Pemuka (Pembekalan 

Pemuka Agama), Semenamena (Sekolah Aman Bencana) SMA/SMK, 

Kawitabe (Kawasan Wisata Aman Bencana) 

3.5. Inovasi BALITBANG Provinsi Sumatera Barat 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penelitian dan 

pengembangan (Balitbang) telah melakukan beberapa inovasi 

pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui 

kegiatan teknologi hydram pump untuk lahan sawah tadah hujan, 

pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan ternak dan pemanfaatan 

limbah ternak sebagai biogas. 
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IV. PENUTUP 

Berdasarkan uraian analisis yang telah disajikan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai 

upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam 

penyelesaian permasalahan terkait lingkungan dilakukan analisis yang 

mendalam dimulai dari akar/hulu permasalahan hingga dicapainya solusi 

yang implementatif yang bisa dilaksanakan. 

 Berdasarkan kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dituangkan 

dalam dokumen ini, perlu diambil langkah-langkah ke depan sebagai 

tindak lanjut yang harus diimplementasikan yaitu: 1) Penyusunan Perda 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

(RPPLHD) Provinsi Sumatera Barat sebagai landasan kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat; 2) 

Penyusunan DDDTLH ekosistem perairan laut sebagai acuan pengelolaan 

lingkungan hidup wilayah pesisir laut; 3) Melakukan kajian Instrumen 

Ekonomi Lingkungan terkait dengan insentif dan disinsentif dalam 

pengelolaan persampahan khususnya pengelolaan Tempat Pemprosesan 

Akhir (TPA) Regional di Provinsi Sumatera Barat; 4) Implementasi 

program/kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan 

hidup, terutama terkait pencemaran air dan masalah pengelolaan 

persampahan wilayah perbatasan; 5) Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam adaptasi dan metigasi kebencanaan dan 6) Koordinasi 

intensif antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi terkait dalam 

upaya mencarikan solusi dan tindak lanjut terhadap dampak lingkungan 

yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan.  



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang 
Telp. 0751 - 7055231 Fax. 0751 - 70445232 
http://dlh.sumbarprov.go.id 
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